
 

 

 

 

BUPATI DEMAK 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI DEMAK 

NOMOR 97 TAHUN 2020 

 

TENTANG 

 

KLASIFIKASI TARIF PAJAK RESTORAN SELAMA MASA PANDEMI 

PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI DEMAK, 

Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber 

pendapatan daerah yang penting guna membiayai 

pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan 

pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan 

kemandirian daerah; 

b. bahwa bencana nonalam yang disebabkan oleh penyebaran 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak 

meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, 

meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta 

menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas 

di Indonesia juga berdampak pada sektor UMKM khususnya 

pada usaha restoran dengan menurunnya jumlah 

omzet/pemasukan; 

c. bahwa dalam rangka menjaga pertumbuhan perekonomian 

daerah, meningkatkan investasi daerah dan memberi 

stimulus pajak bagi pengusaha, perlu diatur klasifikasi tarif 

pajak restoran selama masa pandemi penyebaran Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19); 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Klasifikasi Tarif Pajak Restoran Selama Masa 

Pandemi Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 42); 

 

 

 



2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah 

Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3273); 

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang           

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015              

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia           

Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5601); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengeloalaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang 

Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional: 

 

 



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak 

Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Demak Nomor 3); 

13.  Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak 

Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran 

Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2); 

14. Peraturan Bupati Demak Nomor 37 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran (Berita 

Daerah Kabupaten Demak Tahun 2014 Nomor 37); 

 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KLASIFIKASI TARIF PAJAK 

RESTORAN SELAMA MASA PANDEMI PENYEBARAN CORONA 

VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19). 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Demak. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Demak. 

 

 



4. Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat Pajak adalah 

kontribusi wajib kepala daerah yang terutang oleh pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

5. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang 

disediakan oleh restoran. 

6. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau 

minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga 

rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan 

sejenisnya. 

7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang 

dikenakan Pajak. 

8. Wajib Pajak adalah pribadi atau Badan, meliputi pembayar 

Pajak, pemotong Pajak dan Pemungut Pajak, yang 

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah. 

9. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) 

tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan 

tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 

 

 

 

BAB II 

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK 

 

Pasal 2 

(1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan 

oleh Restoran. 

(2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan 

makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh 

pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun 

ditempat lain. 

(3) Objek Pajak Restoran sebagaimana yang dimaksud pada 

ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan Restoran dengan 

omzet/nilai penjualannya; 

a. kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); 

b. lebih dari atau sama dengan Rp5.000.000,00 (lima juta 

rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta 

rupiah) per bulan; dan 

c. lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per 

bulan. 

 

 



Pasal 3 

(1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan 

yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. 

(2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang 

mengusahakan restoran. 

 

 

 

BAB III 

DASAR PENGENAAN DAN KLASIFIKASI TARIF 

 

Pasal 4 

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran 

yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. 

 

 

 

Pasal 5 

Klasifikasi Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar: 

a) 5% (lima perseratus) dengan omzet dibawah 

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan; dan 

b) 7,5% (tujuh koma lima perseratus) dengan omzet lebih dari 

atau sama dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) 

sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per 

bulan  

c) 10% (sepuluh perseratus) dengan omzet diatas 

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan; 

dari jumlah pelayanan penjualan makanan dan minuman yang 

dikonsumsi pembeli. 

 

 

 

BAB IV 

PEMBERLAKUAN 

 

Pasal 6 

Penetapan Klasifikasi Tarif Pajak Restoran sebagaimana 

tercantum dalam Peraturan Bupati ini berlaku selama masa 

pandemi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

masih berlangsung dan/atau penetapan status bencana 

nonalam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

belum dinyatakan dicabut oleh Pemerintah. 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Demak. 

 

 

Ditetapkan di Demak 

pada tanggal 27 November 2020 

 

 BUPATI DEMAK, 

 

  TTD 

 

 HM. NATSIR 

 

 

 

Diundangkan di Demak 

pada tanggal 27 November 2020  

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK, 

 

TTD 

 

SINGGIH SETYONO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020 NOMOR  98 

 

 

NO JABATAN PARAF 

1 SEKDA  

2 ASISTEN I  

3 KABAG HUKUM  

4 Plt. KA BPKPAD  


